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APAKAH JAMINAN KESEHATAN DIMINATI PEKERJA SEKTOR 
INFORMAL? 
IS HEALTH INSURANCE PREFERRED BY INFORMAL WORKER?  
Diyang Gita Cendekia 
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK 
Gambaran umum sektor informal identik dengan tidak teratur, tidak terorganisir, dan bergerak pada usaha skala kecil. 
Rentannya pekerja sektor informal pada risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan menyebabkan kepesertaan jaminan 
kesehatan perlu dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi 
Nasional Bulan Maret Tahun 2018 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif, temuan penting dalam penelitian ini menggambarkan jaminan kesehatan diminati oleh pekerja sektor informal. 
Mayoritas pekerja sektor informal dalam penelitian ini merupakan peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI). 
Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, hanya enam provinsi yang memiliki persentase kepesertaan PBI kurang dari 50 persen. 
Penerapan kebijakan yang berbeda di setiap wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan.
 
Kata kunci: Kesehatan, Pekerja Informal, Perlindungan Sosial
ABSTRACT
The general description of the informal sector is identical by being ireguler, disorganized, and engaged in small-scale businesses. 
The vulnerability of informal sector workers to the risk of workplace accidents and health problems causes health insurance 
membership to be studied. This study is a preliminary study using March 2018 National Socio-Economic Survey data conducted 
by Statistics of Indonesia. By using a descriptive analysis method, important findings in this study illustrate that health insurance 
is in demand by informal sector workers. The majority of informal sector workers in this study were participants of health 
insurance beneficiaries of contribution assistance (PBI). Based on regional, only six provinces have a PBI membership of less 
than 50 percent. Implementation of different policies in each region needs to be done to improve health insurance membership.
Keywords: Health, Informal Worker, Social Protection
PENDAHULUAN 
Kesehatan merupakan salah satu komponen 
yang digunakan dalam meningkatkan kualitas 
manusia [10]. Jumlah penduduk Indonesia 
yang besar menjadi tantangan tersendiri bagi 
pemerintah, khususnya di bidang kesehatan. 
Salah satu program yang disediakan pemerintah 
dalam wujud perlindungan sosial adalah program 
jaminan kesehatan yang diharapkan mampu 
menjangkau seluruh penduduk Indonesia termasuk 
pekerja sektor informal (15). Pekerja sektor 
informal umumnya memiliki karakteristik seperti 
tidak teratur, tidak terorganisir, dan bergerak pada 
usaha skala kecil [21; 20]. Penggunaan teknologi 
yang cukup minimal pada sektor pekerjaan 
informal juga dapat menyebabkan minimnya 
produktivitas dan kesejahteraan yang dihasilkan 
jika dibandingkan dengan pekerjaan formal [26]. 
Jika dilihat pada sisi ekonomi, pekerjaan sektor 
informal seringkali dikaitkan dengan upah yang 
rendah, risiko kerja yang tinggi dan minim akan 
perlindungan [20]. Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa pekerja sektor informal terpapar risiko 
kecelakaan dan gangguan kesehatan. Permintaan 
terhadap jaminan kesehatan seringkali didasarkan 
pada ketidakpastian dengan penyakit yang 
menimpa [12]. Beberapa penelitian telah 
melakukan penelitian mengenai pekerja informal 
[7; 21; 25; 19], namun hanya sedikit yang 
mengaitkannya dengan jaminan kesehatan [3; 
4; 19]. Dengan demikian, mengingat pentingnya 
pekerja sektor informal seringkali dianggap 
penting untuk pembangunan dan kesejahteraan 
[21], maka perlu dikaji lebih lanjut karakteristik 
kepesertaan jaminan kesehatan di Indonesia.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data Survei Sosial 
Ekonomi Nasional Bulan Maret Tahun 2018 yang 
pada selanjutnya akan disebut susenas 2018. 
Susenas 2018 merupakan survei yang dilakukan 
Badan Pusat Statistik (BPS) setiap enam bulan 
sekali (Maret dan September). Ketersediaan data 
sosial ekonomi yang cukup lengkap serta jumlah 
sampel yang banyak merupakan pertimbangan 
dalam penggunaan data susenas 2018 Bulan 
Maret. 
Jumlah sampel dalam susenas 2018 Bulan 
Maret sebanyak 300.000 rumah tangga dari 34 
provinsi di Indonesia. Namun demikian, tidak 
semua individu dalam rumah tangga terpilih 
sebagai unit analisis. Unit analisis dalam penelitian 
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ini adalah pekerja sektor informal. Pengkategorian 
pekerja sektor informal dalam penelitian ini 
mengikuti pengkategorian yang ditetapkan oleh 
BPS dimana pengkategorian tersebut didasarkan 
pada status pekerjaan utama seminggu yang lalu. 
BPS menyebutkan status pekerjaan utama 
seminggu yang lalu dibedakan menjadi (1) 
berusaha sendiri; (2) berusaha dibantu buruh 
tidak tetap/buruh tak dibayar; (3) berusaha dibantu 
buruh tetap/buruh dibayar; (4) buruh/karyawan/
pegawai; (5) pekerja bebas di pertanian; (6) 
pekerja bebas di non pertanian; dan (7) pekerja 
tak dibayar dimana buruh/karyawan/pegawai 
dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 
termasuk dalam kategori formal, sedangkan yang 
lainnya masuk dalam kategori informal [5]. Adapun 
metode analisis deskriptif berupa tabulasi silang 
untuk melihat karakteristik kepesertaan jaminan 
kesehatan pada pekerja sektor informal. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sakit merupakan sesuatu yang tidak pasti, 
kapan itu terjadi, dimana, bahkan siapa yang 
mengalami. Asuransi kesehatan atau jaminan 
kesehatan merupakan salah satu yang dapat 
dilakukan untuk meringankan ketidakpastian 
tersebut [12]. Terdapat beberapa jenis jaminan 
kesehatan yang ada di Indonesia, diantaranya 
adalah jaminan kesehatan nasional (Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI), jamkesda, 
asuransi swasta, dan perusahaan/kantor. 
Sumber: Susenas 2018 (diolah)
Gambar 1. Kepesertaan Jaminan Kesehatan pada Pekerja 
Sektor Informal 
Mengingat eratnya asosiasi antara pekerja 
sektor informal dan kemiskinan (Taufiq, 2018), 
maka kepesertaan jaminan kesehatan pada 
pekerja sektor informal menarik untuk dikaji. 
Berdasarkan Gambar 1, pekerja sektor informal 
yang ada di Indonesia sebagian besar sebagai 
peserta jaminan kesehatan. Adapun jenis 
jaminan kesehatan yang mendominasi adalah 
jaminan kesehatan PBI. Kementerian Kesehatan 
menyebutkan bahwa, PBI merupakan jaminan 
kesehatan diberikan kepada orang yang tergolong 
fakir miskin dan tidak mampu [15] dan secara rata-
rata pekerja sektor informal memiliki pendapatan 
yang rendah [22]. Dengan demikian, hal ini 
menunjukkan adanya dugaan bahwa PBI telah 
diterima sesuai dengan peruntukannya. Namun 
demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 
membuktikan hipotesis tersebut.
Gambar 2. Persentase Kepesertaan PBI pada Pekerja Sektor Informal
Sumber: Susenas 2018 (diolah)
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Selanjutnya, analisis kewilayahan memiliki 
peranan penting untuk mengetahui karakteristik 
pekerja sektor informal agar dapat memudahkan 
pemerataan dan koordinasi program 
pembangunan [27]. Jika dilihat berdasarkan 
kewilayahan (Gambar 2), hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di 
Indonesia memiliki persentase kepesertaan PBI 
diatas 50 persen. Hal menarik yang terlihat dari 
Gambar 2 adalah kepesertaan PBI di Provinsi 
Aceh yang paling rendah, yaitu hanya mencapai 
seperempat dari keseluruhan pekerja sektor 
informal. Hal tersebut diduga karena adanya 
program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh yang 
merupakan program pemerintah Provinsi Aceh 
dalam memberikan kesehatan gratis kepada 
seluruh rakyat Aceh dengan meningkatkan akses, 
pemerataan dan mutu pelayanan [13]. Adapun 
beberapa provinsi lain yang kepesertaan PBI tidak 
mencapai setengah dari pekerja sektor informal 
adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi 
Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua 
Barat.
Hal menarik lainnya dalam hasil penelitian ini 
adalah kepesertaan jaminan kesehatan pekerja 
sektor informal yang paling sedikit adalah asuransi 
swasta (Gambar 1). Minimnya peserta asuransi 
swasta ini diduga karena biaya yang relatif 
mahal dibandingkan dengan asuransi lainnya [9]. 
Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa 
terdapat 1 dari 3 pekerja sektor informal yang tidak 
memiliki jaminan kesehatan. Meskipun demikian, 
secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa 
beberapa pekerja sektor informal memiliki lebih 
dari 1 jaminan kesehatan (Gambar 1).
Pendidikan merupakan komponen lain yang 
menentukan kualitas modal manusia [10]. 
Pendidikan memiliki hubungan dengan perilaku 
kesehatan baik secara langsung (meningkatkan 
kesadaran akan kesehatan) maupun secara 
tidak langsung (akses pada pekerjaan yang lebih 
aman dan penghasilan yang lebih tinggi) [14]. 
Jika dilihat dari sisi pendidikan, hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa pekerja sektor informal 
dengan pendidikan sekolah menengah sederajat 
dan diploma ke atas sebagian besar memiliki 
jaminan kesehatan lainnya (Tabel 1). Dengan 
pendidikan yang tinggi, seseorang mampu 
menjalani serangkaian tahapan berpikir secara 
runut seperti (1) sadar akan kebutuhan biaya 
kesehatan yang mahal; (2) pencarian informasi 
kepada para profesional dan kolega; (3) evaluasi 
hasil informasi yang dikumpulkan; dan (4) 
pengambilan keputusan [24].
Adapun jaminan kesehatan lainnya yang 
dipilih oleh pekerja sektor informal berpendidikan 
sekolah menengah dan diploma ke atas adalah 
jaminan kesehatan non PBI. Kementerian 
Kesehatan menyebutkan bahwa peserta JKN non 
PBI merupakan peserta yang tidak tergolong fakir 
miskin dan orang yang tidak mampu yang terdiri 
atas (1) pekerja penerima upah dan anggota 
keluarganya; (2) pekerja bukan penerima upah 
dan anggota keluarganya; (3) bukan pekerja dan 
anggota keluarganya; dan (4) Penerima pensiun 
[14]. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja 
sektor informal dengan pendidikan menengah 
yang tidak tergolong dalam kategori miskin dan 
kurang mampu, lebih memilih jaminan kesehatan 
yang dikelola pemerintah. Namun demikian, 
diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji 
hipotesis tersebut.
Tabel 1. Tabulasi Silang Persentase Pendidikan Berdasarkan 
Ijazah/STTB tertinggi dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan 
Pekerja Sektor Informal 
Jaminan Kesehatan
Pendidikan
Maksimal 
Sekolah Dasar 
Sederajat
Sekolah 
Menengah 
Sederajat
Diploma ke 
atas
Penerima Bantuan Iuran 
(PBI) 40,15 29,87 16,63
Jaminan Kesehatan lainnya 24,65 38,02 68,24
Tidak Memiliki Jaminan 
Kesehatan 35,20 32,10 15,12
Total 100,00 100,00 100,00
Sumber: Susenas 2018 (diolah)
Selanjutnya, penelitian ini juga menggambarkan 
bahwa hampir setengah pekerja sektor informal 
memiliki pendidikan sekolah menengah sederajat. 
Jika dikaitkan dengan kepesertaan jaminan 
kesehatan yang terlihat pada Tabel 1, hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar pekerja sektor informal dengan pendidikan 
maksimal SD sederajat memiliki kepesertaan 
PBI. Namun demikian, jika dibandingkan dengan 
kelompok pendidikan yang lain, persentase 
pekerja sektor informal yang tidak memiliki jaminan 
kesehatan relatif tinggi. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Adewole 
dkk (2017) di Nigeria yang menunjukkan bahwa 
semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi 
juga tingkat kesadaran menjadi peserta jaminan 
kesehatan.
Karakteristik demografi selanjutnya yang akan 
dikaji adalah kelompok umur. BPS menyebutkan 
bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2015 
tergolong dalam tipe ekspansif dimana penduduk 
Indonesia didominasi oleh penduduk kelompok 
umur muda [6]. Hal tersebut dianggap sebagai 
peluang sekaligus tantangan dalam memanfaatkan 
bonus demografi, dimana penduduk usia produktif 
lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia 
non produktif [10; 1].
Hal serupa juga terlihat jika dilihat dari struktur 
umur pekerja sektor informal, dimana hasil 
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penelitian ini mengindikasikan bahwa pekerja 
sektor informal sebagian besar adalah penduduk 
usia muda. Jika dikaitkan dengan kepesertaan 
jaminan kesehatan, secara umum hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa pola kepesertaan PBI 
berdasarkan kelompok umur didominasi oleh 
penduduk pada kelompok umur 25-59 tahun 
(Gambar 4). Hasil penelitian ini berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Kirigia dkk (2005) 
dalam penelitiannya yang dilakukan di Afrika 
Selatan menunjukkan terdapat korelasi positif 
antara umur dan kepemilikan jaminan kesehatan.
Gambar 4. Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan 
Pekerja Sektor Informal Menurut Kelompok umur
Sumber: Susenas 2018 (diolah)
Perlu menjadi perhatian, bahwa penelitian ini 
hanya menggunakan data cross-section dengan 
analisis deskriptif. Walaupun demikian, hasil 
penelitian ini dapat menjadi informasi awal untuk 
penelitian yang lebih lanjut. Dengan demikian, 
pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk 
melakukan pengembangan baik dalam hal 
penggunaan data (data panel) maupun dalam hal 
penggunaan metode analisis (analisis inferensial).
KESIMPULAN
Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan 
yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik 
kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor 
informal. Temuan penting dalam penelitian ini 
menggambarkan bahwa jaminan kesehatan 
diminati oleh pekerja sektor informal. Adapun 
jenis jaminan kesehatan yang paling banyak 
kepesertaannya adalah jaminan kesehatan 
PBI. Selain itu, jika dilihat secara kewilayahan 
hanya sedikit provinsi dengan persentase 
kepesertaan jaminan kesehatan yang rendah. 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa program 
jaminan kesehatan telah diberikan tepat pada 
peruntukannya. Lebih lanjut, penerapan kebijakan 
berdasarkan kewilayahan perlu dilakukan untuk 
meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan 
pekerja sektor informal.
Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai 
data dan metodologi. Dari segi data, penelitian 
ini hanya menggunakan data cross-section. 
Sedangkan dari segi metodologi, metode analisis 
yang digunakan adalah analisis deskriptif, 
sehingga hanya menggambarkan karakteristik 
dan indikasi adanya hubungan. Selain itu, 
pengkategorian pekerja sektor informal hanya 
didasarkan pada status pekerjaan utama dan 
belum mengkombinasikannya dengan jenis 
pekerjaan. Walaupun demikian, hasil penelitian 
ini dapat menjadi informasi awal untuk penelitian 
yang lebih lanjut. Oleh karena itu, pada penelitian 
selanjutnya disarankan untuk melakukan 
pengembangan baik dalam hal penggunaan data 
(data panel) dan maupun dalam hal penggunaan 
metode analisis (analisis inferensial).
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